SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dibidang jasa usaha dan
pensartiban lalu lintas di jalan umum, maka
diperlukan adanya penvediaan prasarana angkutan
jalan berupa terminal ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kediri Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelola-
an Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri perlu di-

' gesuaikan ; :

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
m§ksud dalam huruf a dan b perlu membentuk
Pératuran Dasrah tentang Retribusi Terminal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tghun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah - dasrah Kabupaten dalam Ling-
kungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambah
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104) ; s

I Undang;undaag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indone-
gia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; df’




10.

21

12.

13

14.

_2_
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480) ;
Undzng-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambah-
an Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) ;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar-
an Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten-
tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) ;
Peraturan Pemarintah Nomor 43 Tahun 1993 ten-
tang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3529) ;
Peraturan Psmerintah Nomor 20 Tahun 1997 ten-
tang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembar-
an Negara Republik Indonesia Nomor 3592) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden ;
Keputugan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan

i ra
KEeputusan Mente
1987 tentang T

i Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
C ta cara Pemeriksaan Di Bidang

Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

uang Lingkup dan Jenis-jenis

Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II



/

15.

16.

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal
Angkutan Penumpang ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kediri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2
Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RETRI-
BUSI TERMINAL.

BAB -1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a.

Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah Otonom vang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;

. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;

Pejabat, adalah pegawai vang diberi tugas ter-
tentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku ;
Badan, adalah suatu bentuk badan usaha vang
meliputi Perseroan Terbatas, Perserocan Komandi-
ter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kong-
gi, koperasi, yavasan atau organisasi vang
gejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnva ;



f‘

Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas
jaga vang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta ;

Terminal, adalah suatu tempat tertentu yang di-
kelola oleh Pemerintah Daerah sebagai pangkalan
untuk pemberhentian dan atau pemberangkatan
angkutan penumpang umum guna_mengangkut dan
atau menurunkan muatan baik orang maupun

. barang;

Retribusi Terminal vang selanjutnya disebut
retribusi, adalah pembavaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penum-
pang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan
fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah tidak termasuk pelayvanan peron ;

. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau

badan yvang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi ;

Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu ter-
tentu vang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan
penyediaan fasilitas terminal ;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah vang
selanjutnva disingkat SPJdORD, adalah surat vang
dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mela-
porkan data obyvek retribusi dan Wajib Retribusi
gebagai dasar penghitungan dan pembavaran
retribusi vang terutang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjut-
nva disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yvang
menentukan besarnya jumlah retribusi vang ter-
utang ;

Surat Kstetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar
Tambahan vang selanjutnya disingkat SKRDKBT,
adalah surat keputusan vang mensntukan tambahan
atag jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;



n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar
vang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembavaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari retribusi yang
terutang atau tidak seharusnva terutang ;

0. Burat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnva
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda

p. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputus
an atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB vang
diajukan oleh Wajib Retribugi ;

q. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengoclah data dan
atau Keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retri-
busi Daerah ;

r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi
Dasrah, adalah serangkaian tindakan vang di-
lakukan oleh Pehyidik Pegawai Negeri 8ipil yang
selanjutnya disebut Penvidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retri-
bugi daerah vang terjadi serta menemukan Ter-

sangkanva.
B AR I}
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut
retribusi ssebagai pembayaran atas pelayanan penye-
diaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan
bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya
di lingkungan Terminal vang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 3

(1) Obvek retribusi adalah pelayanan penyvediaan
fagsilitas terminal yang meliputi
a. Penvediaan tempat parkir kendaraan penum-
pang dan bus umum ; :
b. Penyvediaan tempat kegiatan usaha ;
¢. Fasilitas lainnva dilingkungan terminal.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayan-
an peron dan penyediaan fasilitas terminal
vang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak
swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau
badan yvang menggunakan fasilitas terminal.

BEAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai
retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasar-
kan frekwsnsi dan jangka waktu pemakaian fasilitas
terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struk-
tur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh ksuntungan vang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi
gsecara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



|

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBURI
Pasal &

(1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis
fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu
pemakaian ;

(2) Basarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut

JENIS PELAYANAN| JENIS KENDARAAN/ 4¥ T A-R=I P
FASILITAS ;
Penyediaan tem -|a. Kendaraan bus a. Sebasar Rp.1.500/
pat kendaraan cepat AKAP sakali masuk
penumpang dan b. Kendaraan bus b. Sebesar Rp. 500 /
bus umum lambat AKAP sekali masuk
¢, Kendaraan bus ¢. Sebesar Rp. 300 /
§ lambat AKDP [ sekali masuk
i ]
% a
td‘ Kendaraan non d. Sebesar Rp. 200 /

bus antar kota sekali masuk

E

e e e e e L e

|e. Kendaraan non [e. Sebesar Rp. 200 /
| bus dalam kota/ | sekall masuk
{ angdes. i
f | |
Pemakaian tempat{a. Rumah toko la. Sebesar Rp.1.000/
usaha g bulan/M
}b. Kios b. Sebesarsz.l.OOO/
i {
: f : |
Fagilitas lain- [a. Mandi }]a. Sebesar Rp. 300,-
nya b. Buang air b. Sebhesar Rp. 200,-
rc. Jasa tunggu tc. Sebesar Rp. 100,-
i .. £
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yvang terutang dipungut 4i wilayah
Daerah tempat pelavanan fasilitas terminal diberi-
kan.
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BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasgal 10

Masa retribusi pelayanan Terminal adalah
jangka waktu vang lamanya sgebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (2) atau ditetapkan lain oleh
Kepala Daerah.

Pasal 11
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat

diterbitkannyva SKRD atau dokumen lain vang diper-
gamakan,

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPAORD ;

{2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
gerta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasganva ;

(3) Bentuk, isi, serta tata c¢ara pengisian dan
penyvampaian SPAORD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan oleh Kspala Daerah.

BAE X
PENETAPAN RETRIBUZSI
Pasal 13

—
s
e

Berdasarkan SPdORD ssebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 avat (1) ditetapkan retribugi ter-
utang dengan mensarbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan ;
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(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di-
temukan data baru dan atau data vang semula
belum terungkap vang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan
penyampaian SKRD atau dokumen lain yang diper-
samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

{1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi - dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain vyvang dipersamakan, dan

SKRDKBT.
BAB XII
’ SANKSI ADMINISTRASI
Pagal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar
tepat pada waktunva atau kurang membayvar, 4di
kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi vang
terutang atau kurang dibayvar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BABR XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi vyang terutang harus di-
lunasi sekaligus ;

(2) Retribusi vyang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbit-
kannya SKRD atau dokumen lain vang dipersama-
kan, SKRDKBT dan STRD ;



(3)

(1)

(2)

(3)

w X

Tata cara pembayaran, penyvetoran, tempat pem-
bavyaran retribusi diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pagsal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD,
Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan
jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah,
vang tidak atau kurang dibayar oleh wajib
retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara {BUPLN)';

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang
berlaku,

BAB Xv
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib  retribusi dapat mengajukan keberatan
kepada Kepala Daerah atau pejabat vang di
tunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang diper-
samakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
Yang jelas ;

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan
atas ketetapan retribusi, wajib retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetap
an retribusi tersebut ;

Keberatan harus diajukan dalam Jjangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retri-
busi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannva ;




(6)

(1)

(3)

<t i

Keberatan vyang tidak memenuhi psersyaratan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan ;

Pengajuan keberatan  tidak menunda Kkewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Pasal 19

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama
& (enam) bulan sejak tanggal Surat Ksberatan
diterima harus memberi keputusan atas Kkeberat
an yang diajukan ;

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya retribusi yang
terutang ; :

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu Keputusan, keberatan vyang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALTAN KELERIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Atas kelebihan pembayvaran retribusi, wajib
retribusi dapat mengajukan permohonan pengem-
balian kepada Kepala Daerah ;

Kepala Daerah dalam ijangka waktu paling lama
6 (enam) bulan sejak diterimanva permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di
maksud pada ayat (1), harus membsrikan Kkepu-
tusan}

Apabila jangka waktu gebagaimana dimaksud pada
avat (2) telah dilampaul dan Kepala Daerah
tidak memberikan suatu keputusgan, permochonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harusg diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
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(4) Apabila Wajib retribusi mempunyal utang retri-

(5)

(6)

(1)

(1)

busi lainnva, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang retribusi tersebut ;

Pengembalian Kkelebihan pembavaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 {(dua) bhulan
sejak diterbitkannya SKRDLB ;

Apabila pemgembalian pembayaran retribusi di-
lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua)
bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keter-
lambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelsbihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada
Kepala Daerah dengan sskurang-Kurangnva menye-
butkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;

b. masa retribusi ;

¢. besarnya kelebihan pembayaran ;

d. alasan yvang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau
malalui Pos Tercacat ;

Bukti penerimaan cleh pejabat daerah atau
bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti

saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan

dengan menerbitkan Surat Perintah Membavar
Kelabihan Retribusi ;

e



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

e < o

Apabila kelebihan pembavaran retribusi di-
perhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-
bukuan dan bukti pemindahbukuan Jjuga berlaku
sabagai bukti pembayvaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangaln,
keringanan dan pembebasan retribusi ;

Pengurangan, Keringanan dan pembebasan se-
bagaimana dimaksud pada ayvat {1) diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
antara lain untuk megangsur, karena bencana
alam dan kerusuhan ;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembe-
basan retribusi ditetapkan cleh Kepala
Daerah.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, ke-
daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribugi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila

a. diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib
retribusi baik langsung maupun tidak lang-
gung.



(1)

B T

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melakszanakan ke-
wajiban sehingga mérugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda raling banvak 4 (empat) kali
jumlah retribusi terutang ;

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XX
PERYIDLIX AN
Pagal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diling-
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara
Pidana ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneli-
ti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah

agar keterangan atau laporan tersebut.

menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan kete-
rangan mengsnai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan vyang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah tersebut ;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;
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d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
palakzanaan tugas penvidikan tindak pidana
di bidang retribusi daerah;

g. menvuruh berhenti, dan atau melarang se-
seorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang bserlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vyang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e ;

h. memotret sesecorang vang berkaitan dsngan
tindak pidana retribusi daerah; :

i. memanggil orang untuk didengar Ketsrangan-
nva dan diperiksa sebagal tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain vyang perlu untuk
kelancaran penyvidikan tindak pidana di
bidang retribusi daserah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penvidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Psnun-
tut Umum, sesuail dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2l

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kediri Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan
Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri dicabut dan dinvatakan
tidak berlaku lagi.
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Diundangkan

__16_
Pasal 28
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksa-
naannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

Pagal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini,

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Kediri.

Digahkan di Kediri

pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI

TTD

H. SUPARYADI, EB.IP,MM.

Kediri

pada tanggal 27 Mei 2000

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang Mengamb1; Salinan

SEKRETARIS DAERAH A. n._BUEAf}\ KEDIRI

Ir.H. IMAM SANTOSBA

ﬁwggiﬁgaiﬁrg ” E?AH

Pambina Tingkat I
R TIP. 5100563 349
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribugi Daerah yang ditindak-
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Ting-
kat II, Retribusi Terminal merupakan Jenis Retribusi
Tingkat II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kediri Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Terminal
Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II
Kediri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa
ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut 4i atas, maka
perlu mengatur kembali Retribusi Terminal yvang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 zampai dengan 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 avat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : a. Kendaraan bus cepat AKAP

adalah busg cepat vang me-
layani Angkutan Antar Kota
Antar Propinsi ;

b. Kendaraan bus lambat AKAP
adalah bus lambat yang
melavani Angkutan Antar Kota
Antar Propinsi ;



Pasal 9 sampai dengan
pasal 13

Pasal 14 avat (1)

avat (2)

Pasal 15 sampai dengan
pasal 23.

Pasal 24 avat (1)
avat (2) huruf a

¢. Kendaraan bus lambat AKDP
adalah bus lambat vyang
melayani Angkutan Antar Kota
Dalam Propinsi.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan  tidak
dapat diborongkan adalah bahwa
gseluruh proses ksgiatan pe-
mungutan retribusi tidak dapat

‘diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dengan sangat selektif
dalam proses pemungutan retri-
busi, Pemerintah Daerah dapat
mengajak bekerijia sama dengan
pihak ketiga untuk ikut melak-
sanakan sebagian tugas pemungut
an jenis retribusi secara lebih
efisien. Kegiatan pemungutan
retribusi yvang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan penghi-
tungan besarnya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran
ratribusi dan penagihan retri-
busi.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam hal diterbitkan Surat
Teguran, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal penvam-
paian Surat Teguran terssbut.



huruf b

Pasal 25 sampai dengan
pasal 29

: - Yano dimaksud dengan pengaku-

-
+

an utang retribusi secara
langsung adalah Wajib retri-
bugsi dengan kesadarannya me-
nyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Yang dimaksud dengan pengaku-
an utang secara tidak
langsung adalah Wajib retri-
busi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa ia
mengakui mempunyai utang
retribusi kepada Pemerintah
Daerah.

Cukup jelas




